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DPRD Kalsel Datangi Kementerian ESDM Terkait Kepastian Pertambangan 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalimantanlive.com/2022/06/11/komisi-iii-dprd-kalsel-datangi-kementerian-esdm-

minta-kejelasan-pelimpahan-kewenangan-uu-minerba-ke-daerah/ 

 

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta kepastian hukum dan 

pejelasan Ditjen Minerba Kementerian ESDM terkait revisi adanya pelimpahan 

kewenangan terkait izin pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah, di Kantor 

Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (10/6/2022). 

Selain soal pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, Komisi III DPRD Kalsel 

yang dipimpin Hasanuddin Murad juga meminta kepastian hukum terhadap persoalan-

persoalan pertambangan ilegal di Kalsel. 

“Tujuan kedatangan kami untuk mendapatkan penjelasan karena banyaknya 

peraturan-peraturan atau undang-undang yang direvisi serta meminta kepastian-kepastian 

hukum yang bisa dilakukan di daerah Kalsel,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel H 

Hasanuddin Murad, SH. 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Lana Saria 

menjelaskan sejak keluarnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memang semua 

jenis perizinan pertambangan beralih ke pusat. 

 

"Namun di salah satu pasalnya disampaikan bahwa dapat dilegalisasikan. 

Kemudian keluarlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2022 tentang 
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Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan 

Batubara," ujarnya. 

Pada Perpres tersebut disebutkan delegasi jenis perizinan mineral bukan logam, mineral 

bukan logam jenis tertentu dan batuan, lanjut Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara 

Ditjen Minerba itu. 

"Memang saat ini perizinan itu sudah terintegrasi dengan sistem online yang ada 

di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau dengan sistem Online Single 

Submission (OSS), hampir semua provinsi menyatakan siap untuk pendelegasian 

tersebut," tambahnya. 

"Artinya siap pada intinya harus didukung dengan sistem yang siap dan orang-

orang yang menangani sistem yang terintegrasi dengan BKPM tersebut. Jadi hampir 

semua provinsi belum siap sehingga Ditjen Minerba memutuskan ada masa transisi 

pendegelasian kewenangan tersebut,” ujarnya.  

Lana juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan surat edaran untuk 

serah terima izin-izin yang memang akan disampaikan pada masa transisi tersebut 

sehingga tidak ada kekosongan didapat perizinan. 

Sementara itu, Hasan, panggilan akrab Hasanuddin Murad, mengatakan dengan 

adanya UU Minerba yang baru tahun 2020 pada akhirnya membuat kesulitan para 

pengusaha terkait galian C  dan potensi galian C yang tidak tereksploitasi dengan baik 

karena faktor persoalan perizinan sehingga terjadilah tambang galian c ilegal.  

"Kalau istilah kawan-kawan 'melegalkan yang ilegal dengan koordinasi' itulah 

tadi yang kita bicarakan dengan datang ke sini," ucap mantan anggota DPR RI itu. 

"Ternyata , Alhamdulillah yang terkait dengan kewenangan sebenarnya sudah ada 

pelimpahan hanya saja masih dalam proses menyangkut sistemnya, sumber daya 

manusianya, petunjuk teknisnya yang terkait regulasinya,” ujar politikus senior Partai 

Golkar tersebut.  

Sekretaris Komisi III H.Gt. Abidinsyah menambahkan dengan adanya kepastian 

hukum, selain dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada 

Pemerintah, khususnya di bidang mineral, Komisi III juga ingin melindungi lingkungan 

yang ada di sana. Oleh karena itu, aturan-aturan atau kewenangan maupun batasan harus 

dilakukan. 

 

Sebagaimana terjadwal kunjungan kerja Komisi IV tersebut ke luar daerah berlangsung 

9-11 Juni 2022, demikian rilis Humas Setwan Kalsel. 
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Catatan: 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 

dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap 

pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 

wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi 

Produksi atau IUPK Operasi Produksi.1 IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan.2 Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 

di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah 

izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang 

diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan 

operasi produksi. 3 

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin 

usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 

setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.4 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.5 Jaminan 

Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1) 
2 Ibid, Pasal 1 ayat (7) 
3 Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9 
4 Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13 
5 Ibid, Pasal 100 Ayat 1 
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Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan 

Reklamasi.6 

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan 

usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan 

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.7 

 

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK 

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi 

wajib:8 

a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan 

Hidup; 

b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan 

permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan 

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan 

peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:9 

a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi; 

b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi. 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis 

dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian 

Energi dan Sumber Daya Mineral 

                                                           
6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13 
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 
8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1 
9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah 
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)  
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Pasal 2 

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan 

data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan 

pihak lain. 

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama. 

 

Pasal 4 

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan 

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. kompensasi data informasi Wilayah lzin Usaha Pertambangan eksplorasi atau 

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan 

batubara; 

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah lzin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta 

lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga 

atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan 

permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; 

 jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan 

c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal 

pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak 

melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan 

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha 

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara. 

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau 

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal 

peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran 

harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak 
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mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha 

Pertambangan atau lzin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan 

kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha 

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan 

logam, batuan dan batubara. 

 


